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• Data Informan Penelitian  

NO NAMA / USIA Profesi /Jabatan WAKTU WAWANCARA 

1. 1 Ibu suhartini, S.E. M.M 

Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial 
Dinas Sosial Kota 

Makassar 

Kamis, 20 Maret 2023 

10.00 WITA 

2. 2 Ibu Hasnah A, S.Sos. M.Si Jabatan Fungsional 
Pekerja Sosial 

Jumat 24 Maret 2023 

09.30 WITA 

3. 3 
Ibu Dian Purnama sari, 

S.Sos 

Penyuluh 
Penanganan 

Masalah Sosial 

Senin 3 April 2023 

10.00 WITA 

4. 6 Ibu Nurlia 
Ketua RT 4 

kompleks eks kusta 
masyarakat 

Rabu 5 April 2023 

12.300 WITA 

5. 7 Pak Nurdin Masyarakat eks-
kusta 

Rabu 5 April 2023 

12.30 WITA 

6. 8 Pak Agus Wala 
Masyarakat eks-

kusta / Ketua Umum 
Permata 

Rabu 5 April 2023 

13.00 WITA 

7. 9 Kak yoga 

Ketua Umum 
Persatuan Tuna 
Netra Indonesia 

Sulawesi Selatan 
(Pertuni) 

Selasa 4 april 2023 

17.30 WITA 

8. 1
0 

Putri Masyarakat 
Disabilitas Tuli 

Jumat 14 april 2023 

17.30 WITA 

9. 1
1 

Kak Dilla Keluarga disabilitas 
Jumat 14 april 2023 

17.30 WITA 
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VARIABEL INDIKATOR PERTANYAAN INFORMAN HASIL WAWANCARA 

Sumberdaya 
(Resources) 

 
Kepegawaian 

Siapa saja (jabatan,bidang, atau 

unit) yang bertanggung jawab 

dalam menangani disabilitas di 

dinas sosial? 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 

rehabilitasi sosial 
dinas sosial Kota 

Makassar) 

“Di Dinas Sosial sendiri tidak ada unit 
tetapi bidang, tepatnya bidang rehabilitasi 
sosial yang pegawai dengan status PNS 
sebanyak 8 orang honorer atau magang 

itu sekitar 13 orang di dalamnya kami 
saling bekerja sama semua dalam 

mengurus masalah sosial seperti anak 
jalanan, lansia terlantar dan juga salah 

satunya menangani masalah disabilitas. 
Untuk bidang lainnya di dalam Dinas 
Sosial Kota Makassar masing-masing 

memiliki tugasnya sendiri”     

Bagaimana kesiapan dan 

kecakapan para pegawai dinas 

sosial dalam melaksanakan 

proses pembinaan disabilitas? 

Ibu Suhartini, S.E, 
M.M 

(Kepala bidang 

rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 

Makassar) 

 

Ibu Hasnah. A, 

S.Sos. M. Si 
(Jabatan Fungsional 

“untuk kesiapan kami di Dinas Sosial itu 
telah berusaha dilaksanakan dengan 

maksimal, dan berusaha terus 
melaksanakan peningkatan dengan 

melakukan program-program bantuan 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

disabilitas” Informan Ibu SH 
 

“untuk kemampuan berkomunikasi dan 
interaksi pegawai Dinas Sosial dengan 
masyarakat disabilitas masih kurang 
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Pekerja sosial ahli 

muda) 
terutama kemampuan berbahasa isyarat 

pegawai di Dinas Sosial tidak ada 
pegawai yang bisa menggunakan bahasa 

isyarat” informan Ibu HN 
 

Seperti apa kriteria khusus atau 

kemampuan yang harus dimiliki 

anggota staf atau pegawai dinas 

sosial dalam rangka pembinaan 

disabilitas? 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 

rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 
Makassar) 

 

Ibu Hasnah. A, 

S.Sos. M. Si 

(Jabatan Fungsional 

Pekerja sosial ahli 

muda) 

 
 

 

Putri dan Dilla 

(Masyarakat 

disabilitas Tuna rugu 

“memang seharusnya kemampuan 
komunikasi seperti bahasa isyarat itu 

penting seharusnya bagi pegawai Dinas 
Sosial. Tapi sampai saat ini belum ada 

dimasukkan persyaratannya di rekrutmen 
pegawai di Dinas Sosial”. Informan Ibu SH 

 
“untuk sekarang langkah awal untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi 
dengan disabilitas itu kami rencana 

adakan pelatihan bagi pegawai disini 
untuk bisa berbahasa isyarat. Rencana 
pelatihannya sudah dianggarkan untuk 

program kerja tahun 2023 ini mau 
dilaksanakan diklat karena berhubung 

juga banyak permintaan dari instansi lain 
utamanya paling sering pengadilan untuk 

menemani masyarakat disabilitas tuna 
rungu” Informan Ibu HN 
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Beserta Keluarga)  
“Memang benar PT menjelaskan kesaya 
kalau dia tidak bisa pergi ke Dinas Sosial 
sendiri untuk memberikan saran terkait 

dirinya dan teman-teman tuli lainnya 
karena pegawai di Dinas Sosial tidak ada 

yang mengerti saya harus ditemani 
langsung dengan penerjemah atau saya 

menghubungi lewat chat, begitupun kalau 
mereka teman-teman tuli mau meminta 
bantuan alat dengar pasti harus melalui 

perantara” 

Infrastruktur 

Bagaimana infrastruktur yang 

disediakan dinas sosial dalam 

mempermudah aksebilitas 

masyarakat diabilitas dalam 

proses peningkatan taraf hidup? 

(kendaraan, peralatan, akses jalan 

dan pendampingan) 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 

rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 

Makassar) 

 
Yoga 

(Ketua Umum 

Pertuni Makassar/ 

Masyarakat 

“selama ini memang diakui masih terdapat 
kekurangan untuk aksesnya disabilitas 

terutama di kantor, belum ada jalan 
khusus disabilitas dari segi kendaraan 
penjemputan dan pendamping sampai 

saat ini belum ada”informan Ibu SH 
 

“memang diakui untuk aksesnya kami di 
Dinas Sosial itu masih belum ada apalagi 

di tahun-tahun sebelumnya juga selain 
kepengurusan saya sering beberapa 

teman-teman kesana untuk 
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disabilitas netra) menyampaikan aspirasi juga merasakan 
sama kalau aksesibilitas Braille Block di 

kantor dinsos itu tidak ada jadi terkait 
akses itu masih belum ramah disabilitas” 

informan YG 

Teknologi 

Bagaimana penerapan teknologi 

yang digunakan dalam pembinaan 

disabilitas oleh dinas sosial? (baik 

penerapan teknologi untuk 

mempermudah kinerja dinsos 

seperti aplikasi khusus ataupun 

penerapan teknologi yang 

diberikan terhadap masyarakat 

disabilitas agar dapat 

pempermudah diri mereka) 

 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 
rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 

Makassar) 

“untuk urusan pendataan itu kami datanya 
masih manual diambil dan dilaporkan oleh 
beberapa pihak seperti rehsos,masyarakat 
yang melapor,organisasi disabilitas seperti 

pertuni dan data bps. jadi belum perlu 
menerapkan teknologi terkait kayak 

aplikasi juga untuk aplikasi menampung 
saran ataupun keluhan disabilitas kami 

masih laksanakan secara langsung atau 
juga pihak-pihak terkait itu langsung chat 

pribadi di whatsapp,telpon nomor” 
Informan Ibu SH 

Kemampuan 
Finansial 

Apakah ada dan bagaimana, 

anggaran khusus yang di tetapkan 

pada pelaksanaan pembinaan 

disabilitas  dialokasikan kedalam 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 

rehabilitasi sosial 

“untuk anggaran itu kita sudah diberikan 
untuk membina disabilitas,masyarakat 

atau lansia terlantar dan anak jalanan. tapi 
kembali lagi kami disini harus bijaksana 

dalam mengelola anggaran tersebut 



161 
 

program pembinaan dan 

peningkatan kesejahtraan 

disabilitas di dinas sosial? 

dinas sosial Kota 

Makassar) 
supaya setiap program dapat berjalan” Ibu 

SH 

bagaimanakah anggaran atau gaji 

yang diberikan terhadap pegawai 

yang menangani pembinaan 

disabilitas apakah telah dirasa 

sesuai dengan tingkat kesulitan 

pembinaan tersebut? 

Ibu Dian Purnama 

sari, S.Sos 

(Penyuluh 

Penanganan 

Masalah Sosial) 

“kalau urusan gaji atau insentif itu sama 
semua tergantung jabatannya. Tidak ada 
anggaran lebih yang diberikan untuk kami 

di  pegawai bidang rehabilitasi sosial” 

  

Apakah alokasi dana yang  

diberikan oleh pemerintah dirasa 

sudah cukup dalam mendukung 

proses pembinaan disabilitas? 

Ataukah dirasa masih minim guna 

menyukseskan program yang 

ada? 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 
rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 

Makassar) 

 

Ibu Hasnah. A, 

S.Sos. M. Si 

(Jabatan Fungsional 
Pekerja sosial ahli 

muda) 

“untuk anggaran itu kita sudah diberikan 
untuk membina disabilitas,masyarakat 

atau lansia terlantar dan anak jalanan. tapi 
kembali lagi kami disini harus bijaksana 

dalam mengelola anggaran tersebut 
supaya setiap program dapat berjalan” 

informan Ibu SH 
 

“untuk anggaran yang diberikan untuk 
peningkatan taraf hidup seperti pemberian 

sembako dan alat penunjang bagi 
disabilitas itu sudah cukup dan berusaha 

kami cukupkan sesuai anggaran yang 
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ada” Informan Ibu SH 
 

“kalau anggaran dananya itu bisa saya 
bilang masih kurang dek. Karena 

seharusnya kita di Dinas Sosial tetap 
melaksanakan program pembinaan 

keterampilan juga tidak hanya pembinaan 
untuk kesejahteraan disabilitas tapi 

terkendala dengan pendanaannya yang 
kurang, terakhir itu kami laksanakan 2020” 

informan ibu HN 

Manajemen 
(Management) 

 
Kepeminpinan 

Bagaimana bentuk kewenangan 

kepala dinas sosial ataupun 

kepala bidang terkait dalam 

proses pembinaan disabilitas? 

(mengawasi,mengevaluasi kinerja, 

jugan memotivasi pegawai dalam 

proses pembinaan) 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 

rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 
Makassar) 

 

“tentunya saya sebagai kepala bidang 
rehabilitasi sosial telah melaksanakan 

bentuk pengawasan kepada setiap 
pegawai dan program yang berata di 

bidang rehabilitasi sosial berkaitan juga 
dengan disabilitas. Untuk pegawai dan 
bidang itu kami disini setiap bulannya 
laksanakan evaluasi internal terkait 

program-program  yang sudah jalan” 
 

“penyaluran bantuan dan program yang 
pernah berlangsung juga selalu kami 

awasi dengan cara laksanakan 
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penghimpunan kinerja setiap bulannya . 
Sampai saat ini alhamdulillah berjalan 

semuaji sesuai dengan yang 
direncanakan” 

Apa saja perubaha yang 

singnifikan terjadi setelah adanya 

peraturan-peraturanmengenai 

penanganan diabilitas, utamanya 

dalam lingkup dinas sosial kota 

makassar? dan apa yang masih 

perlu di perbaiki? 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 
rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 

Makassar) 

 

“lumayan banyak yang telah berubah 
terutama dari sisi pola pandang keluarga 

yang memiliki anak disabilitas di dalamnya 
kami selalu mengusahakan untuk 

memberikan edukasi bagi keluarga yang 
memiliki anggota disabilitas terutama 

ODGJ, selain itu pemberian alat-alat bantu 
disabilitas dan lain-lain kayak tongkat 
sama alat bantu dengar dulu itu tidak 

semua disabilitas terwakili bantuan alat 
bantu, pelatihan keterampilan bagi 

disabilitas utamanya eks-kusta itu dulu 
minim sekali tapi sejak ada peraturan 
sudah kami usahakan dilaksanakan” 

 
“yang harus diperbaiki juga sebenarnya 

banyak, kami masih dalam proses 
berkembang, saya sebagai kepala bidang 

juga menyadari beberapa aspek yang 
harus diperbaiki kedepannya. Sebagai 
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langkah pertama yang akan dilakukan itu 
atau diperbaiki itu mengenai kemampuan 
komunikasi bahasa isyarat pegawai, dan 

semoga kedepannya kami dapat 
memperbaiki aspek-aspek lain ” 

 

Program dan 
Proses 

Manajemen 

bagaimana proses 

pengkoordinasian elemen di 

dalam dinas sosial bersama 

masyarakakat disabilitas sehingga 

dapat membentuk proses 

pembinaan yang tepat sasaran? 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 
(Kepala bidang 

rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 

Makassar) 

 

“untuk setiap kinerja dan program itu kami 
disini laksanakan secara gotong royo 
sama-sama. Supaya semua program 

dapat terlaksana dengan lancar” 

 Berapa Jumlah disabilitas yang 

telah dibina dan ditangani Dinas 

Sosial Kota Makassar 

 

Ibu Dian 

Purnamasari, S.Sos 

(Penyuluh 

Penanganan 

Masalah Sosial) 

“terdapat disini sebanyak 737 orang 
disabilitas yang telah ditangani Dinas 

Sosial Kota Makassar dengan total 122 
ODGJ, 155 Eks-kusta dan 65 disabilitas 

berat atau fisik dari total yang ada di Kota 
Makassar sebanyak 2082 data dari BPS” 
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Apa saja Kriteria masyarakat 

disabilitas yang diberikan bantuan 

oleh dinas sosial kota makassar?  

 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 

rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 

Makassar) 

 

Ibu Dian 
Purnamasari, S.Sos 

(Penyuluh 

Penanganan 

Masalah Sosial) 

“kalau disini itu yang diberi bantuan dan 
dulu sempat di bina itu yang KTPnya 

Makassar dan terdata di Dinas Sosial Kota 
Makassar” informan ibu SH 

 
“disabilitas disini yang kami bantu itu 

seperti gangguan jiwa ,eks-kusta, dan 
disabilitas berat kayak netra,rugu,daksa.” 

Informan ibu dian 
 

Berapa banyak program yang 

disediakan dinas sosial kota 

makassar dalam proses 

pembinaan dan peningkatan taraf 

hidup SDM disabilitas? 

Ibu Dian 

Purnamasari, S.Sos 

(Penyuluh 

Penanganan 

Masalah Sosial) 

 
 

Ibu Hasnah. A, 

S.Sos. M. Si 

(Jabatan Fungsional 

“ada beberapa program itu yang 
dilaksanakan dinsos seperti, 

pendampingan pengmbangan 
organisasigj, rencana pemberian dana 

bantuan terhadap KDD, peningkatan taraf 
hidupnya mereka dengan memberikan 
beberapa bantuan seperti alat bantu 

disabilitas dan sembako” informan ibu 
dian 

 
“ada juga program itu kita melaksanakan 
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Pekerja sosial ahli 

muda) 
pembinaan keterampilan dulu setiap 

tahunnya dengan menjahit 
pakaiaan,kerajinan tangan,sprei dan diberi 
bantuan  mesin jahit di akhir pelatihan tapi 

kami hentikan itu karena kurang dana 
pelaksanaan. Padahal memang itu 

seharusnya ada di peraturan tugasnya 
dinsos” informan ibu HN 

Dari segi penyaluran bantuan dll 

Kapan dan dimana proses 

penyaluran bantuan tersebut 

dilaksanakan apakah masyarakat 

disabilitas yang datang ke dinas 

sosial ataukah dinas menyalurkan 

bantuan melalu kerjasama dengan 

yayasan2 disabilitas? 

Ibu Dian 

Purnamasari, S.Sos 
(Penyuluh 

Penanganan 

Masalah Sosial) 

 

“Mengenai pembinaan dan pemberian 
bantuan dilaksanakan langsung oleh pihak 
dinas sosial dengan memberikan bantuan 
ke tempat tinggal disabilitas dan mayoritas 

disabilitas bermukim berdasarkan data 
yang dimiliki dinas sosial” informan Ibu 

DP. 
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Apakah menurut anda beberapa 

program kegiatan dan bantuan 

yang disediakan Dinas Sosial Kota 

Makassar Telah Berlangsung 

sesuai kebutuhan disabilitas? 

Pak Agus 

Wala(Ketua Umum 

PERMATA/ 

Masyarakat 

disabilitas Eks-kusta) 

 

Kak Yoga (Ketua 
Umum 

PERTUNI/Mayarakat 

disabilitas Netra) 

 

Ibu Nurlia 

(Ketua RT 4 

Kompleks 
Masyarakat Kusta)  

  

Pak Nurdin  

(Masyarakat 

Disabilitas Kusta) 

 

Putri & Kak Dila 

(Masyarakat 

“pelatihan keterampilan disini pernah 
dilaksanakan dulu terakhir itu kalau tidak 
salah 2020 atau 2021 tapi itu latihannya 

tidak dilanjut karena kami disini masih sulit 
pasarkan hasil kerajinannya kami tidak 
ada yang mau beli” informan bapak AG 

  
“untuk pemasarannya memang dulu kita 
dibantu mahasiswa tapi sekarang sudah 
tidak ada lagi follupnya dari dinsos jadi 

kami disini yah tidak membuat kerajinan 
lagi” Informan Bapak AG 

 
“sampai saat ini kami disabilitas netra 
sering mengajukan untuk diberikan 

pembinaan dan pelatihan oleh Dinas 
Sosial kota tapi untuk realitasnya itu tidak 

ada program pelatihan yang diberikan, 
memang iya ada biasanya bantuan 

sembako tapi itu jarang kami dapatkan 
yah paling satu tahun sekali” informan YG 

 
“Kalau alat bantuan itu kadang kita diberi 

satu kali dalam beberapa tahun itupun yah 
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disabilitas Tuna 

Rugu dan keluarga 

disabilitas) 

Cuma 1 atau dua alat bantu terus harus 
mengantri dengan disabilitas lainnya, jadi 
misalnya tahu ini netra yang dapat tahun 
depan baru disabilitas tuli” informan YG 

 
“untuk sembako itu saya rasa tidak terlalu 

kami butuhkan karena barang-barang 
yang diberi itu setahun sekali terus 

kadang Cuma satu karung beras setahun. 
Paling parah tahun lalu karena kami Cuma 

diberi mie instan sama biskuit” informan 
Ibu NL & bapak ND 

 
“kalau untuk sembako dan pelatihan 

keterampilan itu jujur PT ini belum pernah 
dapat, tapi kalau alat bantu dengar itu 
pernah didapatkan oleh disabilitas tuli 

termasuk PT tapi itu barangnya terbatas 
dan kadang harus kita antri alat sama 

disabilitas yang lain” informan PT dan DL 
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Networking 
dan Linkages 

Apakah ada bentuk kerjasama 

yang dilaksanakan dinas sosial 

baik secara internal unit/bidang 

dalam dinas sosial ataupun 

kerjasama dengan instansi lainnya 

dalam proses pembinaan 

disabilitas dan seperti apa bentuk 

kerjasama tersebut?  

 

Ibu Suhartini, S.E, 

M.M 

(Kepala bidang 

rehabilitasi sosial 

dinas sosial Kota 

Makassar) 
 

Ibu Hasnah. A, 

S.Sos. M. Si 

(Jabatan Fungsional 

Pekerja sosial ahli 
muda) 

“kalau kerjasama antra internal bidang di 
dinsos itu tidak ada Cuma bidang 

rehabilitasi sosial yang melaksanakan 
proses pembinaaan bidang lain tidak 

terlibat. Nah kalau eksternal itu kita da 
kerjasama untuk data disabilitas dengan 

BPS kota, terus pendamping rehsos untuk 
menginfokan kalau ada disabilitas 

terlantar terus terakhir ini baru-baru kita 
juga sudah ada hubungan kerjasama 
dengan kdd untuk pemberian dana 

bantuan untuk mereka” Ibu SH 
 
 

“bentuk kerjasama lain kita laksanakan 
bersama organisasi disabilitas seperti 

Pertuni,permata dan masyarakat 
disabilitas terkait untuk menginformasikan 

kebutuhan dan saran mereka dalam 
rangka mengetahui siapa disabilitas yang 

layak dibina dan ditingkatkan 
kesejahtraannya ada juga dulu 

kerjasamanya kita bersama beberapa 
anak-anak disabilitas untuk membantu 
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memasarkan kerajinan disabilitas hasil 
binaan kami yang eks kusta”. Ibu HN 

 
“dulu kita ada pernah kerjasama dengan 

beberapa anak mahasiswa dari 
universitas negeri untuk bantu pasarkan 

prpengmbangan organisasiuk 
kerajinannya disabilitas. Apalagi yang 

disabilitas eks kusta itu kasihan kadang 
tidak ada yang mau beli hasil kerajinannya 
jadi kami bantu melalui mahasiswa yang 

pasarkan” Ibu HN 

Bagaimana Bentuk Kerjasama 

antara organisasi atau masyarakat 

disabilitas dengan Dinas Sosial 

Kota Makassar? 

Kak Yoga (Ketua 

Umum 

PERTUNI/Mayarakat 

disabilitas Netra  

“kalau disini kami sebagai masyarakat 
netra itu minim hubungan kerjasamanya 

dengan Dinas Sosial kota. Bahkan 
kemarin-kemarin itu kalau ada teman-

teman dari organisasi meminta saran atau 
bantuan ke dinsos itu Cuma diladeni tapi 

tidak ada titik temu permasalahannya. 
Sama juga dalam proses pembuatan 

kebijakan kami itu juga sebagai 
masyarakat disabilitas tidak dilibatkan 
hanya dapat menerima program yang 

telah diberikan” 
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Apa faktor yang mempersulit 

terjadinya kerjasama dinas sosial 

kota makassar dengan organisasi 

lainnya? 

Ibu Hasnah. A, 

S.Sos. M. Si 

(Jabatan Fungsional 

Pekerja sosial ahli 

muda) 

“untuk kerjasama memang kita ada 
beberapa tapi itu tidak ada hubungan 
kerjasama yang mengikat, karena sulit 

juga kalau tidak ada regulasi 
kerjasamanya. apalagi melihat sekarang 
beberapa instansi juga punya program 
untuk disabilitas, tapi tidak ada aturan 
kerjasama khusus yang dikeluarkan 

supaya setiap organisasi ini bisa 
menangani masalah disabilitas tidak 

tumpang tindih. kadang kita bikin program 
mirip sama instansi A begitu juga 
sebaliknya jadi sulit melakukan 

kerjasama” 
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• Surat Izin Penelitian 
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• Contoh Surat data asessment 
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Dokumentasi 

• Dokumentasi Lingkungan Perkantoran Dinas Sosial Kota Makassar 
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• Dokumentasi Wawancara Ibu SH berlokasi di dinas sosial Kota 
makassar  
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• Dokumentasi  wawancara bersama ibu HN berlokasi di Dinas Sosial 
Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dokumentasi wawancara bersama ibu DP berlokasi di Dinas Sosial 
Kota Makassar  
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• Konfirmasi Data bersama staff Dinas Sosial Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wawancara di rumah  bersama bapak AW Ketua Umum PERMATA / 
masyarakat  disabilitas Eks-Kusta  
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• wawancara bersama Ibu NA   Ketua RT 4 kompleks eks kusta 
masyarakat  dan bapak ND masyarakat Disabilitas Eks-kusta  
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• Wawancara bersama YG ketua Umum PERTUNI/ Masyarakat 
disabilitas netra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wawancara Bersama PT mayarakat disabilitas Tuna Rugu Dan DL 
keluarga disabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


